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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Dewasa ini, persaingan dalam dunia kerja semakin berat.Banyaknya 

sumber daya manusia yang memerlukan perkerjaan tetapi dengan sedikitnya 

lapangan pekerjaan, Instansi atau lembaga pemerintahaan, selalu menjalankan 

aktivitas yang beragam.Aktivitas tersebut tidak terlepas dari ilmu Administrasi 

Perkantoran. Dengan terus berkembangnya ilmu Sekretaris yang ada, jelas hal ini 

terus menjadi sorotan dunia kerja yang mendasari selektifitas peusahaan-

perusahaan, serta instansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan 

perekrutan tenaga kerja yang terampil, kompeten, serta bertanggung jawab 

dibidangnya, khususnya di bidang Sekretaris. 

Berdasarkan data BADAN PUSAT STATISTIK mencatat jumlah 

pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2015 mencapai 5,81 persen karena 

angkatan kerja pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta, sementara yang bekerja 

cuma 120,8 juta orang. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada bertambahnya 

tingkat anga pengangguran di Indonesia. 

Memperhatikan akan bertambah ketatnya persaingan di dunia kerja saat 

ini, dengan jumlah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dibandingkan 

dengan banyaknya lulusan-lulusan baru setiap tahunnya dari berbagai instansi atau 

lembaga pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan terus diharapkan dan 

di tuntut untuk terus melahirkan lulusan-lulusan yang dapat memenuhi syarat-

syarat pekerjaan yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan maupun non 
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kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan dunia kerja di masa 

mendatang, khususnya dapat memiliki kemampuan dan keahlian yang tentu akan 

menjadi nilai tambah bagi praktikan agar siap bersaing dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

Pihak Universitas Negri Jakarta menetapkan salah satu persyaratan bagi 

setiap mahasiswanya untuk mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

sebagai syarat kelulusan, serta untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan 

siap bersaing di dalam dunia dunia kerja. PKL juga merupakan suatu program 

untuk memberikan pengalaman kerja lapangan bagi praktikan sekaligus 

memberikan pengalaman langsung bersosialisasi di lingkugan masyarakat serta 

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan. 

Praktikan memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan 

Petanahaan Nasional Republik Indonesia (BPN) Jakarta Selatan yang beralamat di 

Jl. H. Alwi No.99, Tnjung Barat, Jagakarsa- Jakarta Selatan, karena lokasi kantor 

BPN Jakarta Selatan yang tidak jauh dari rumah praktikan, sehingga memudahkan 

praktik untuk sampai di kantor BPN dengan tepat waktu. PKL yang merupakan 

mata kuliah wajib bagi praktikan tersebut juga akan disusul dengan dengan 

penyelesaian tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah, khususnya Diploma III 

Sekretaris untuk menyelesaikan studi di Universitas Negri Jakarta. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maka pelaksanaan      

kegiatan PKL dimaskudkan untuk: 
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1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL 

2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan dibidang kerja. 

3. Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan dunia 

kerja nyata. 

Sedangkan tujuan dari dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapanganyaitu: 

1. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. 

2. Menambah wawasan dan keterampilan praktikan dalam bidang sekretari. 

3. Menambah pengalaman praktikan dalam mengenal dunia kerja yang nyata. 

 

C. Kegunaan PKL 

Dengan dilaksanakannya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

diharapkan dapat memberikan manfaa bagi pihak yang terkait dalam program 

tersebut: 

1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta.  

a. Adanya mahasiswa yang melaksanakan PKL akan membantu jalannya  

  kegiatan dan aktivitas operasional perusahaan.  

b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

  intansi/perusahaandengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat   

   bagi pihak-pihak yang terlibat. 
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A. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai  

dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 

kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba  

menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan 

formal. 

B. Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ 

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan 

pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Ekonomi – UNJ 

dapat mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas 

layanan pada stakeholders. 

 

D. Tempat Pelaksanaan PKL 

Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di Badan Pertanahaan 

Nasional Republik Indonesia (BPN) Jakarta Selatan. Praktikan memilih BPN 

Jakarta Selatan sebagai tempat melaksanakan PKL karena letak kantor BPN 

Jakarta Selatan yang berdekatan dengan letak rumah Praktikan, selain itu, 

praktikan menganggap bahwa BPN merupakan tempat yang tepat untuk melatih 

kemampuan Praktikan di bidang pengarsipan. 
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Adapun nama instansi pemerintahan BPN beserta alamat lengkapnya: 

Nama Instansi  : BADAN PERTANAHAAN NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan Provinsi DKI JAKARTA 

Alamat Instansi  :  JL. H. Alwi No.99, Tanjung Barat, Jagakarsa – Jakarta 

Selatan 

Telepon / fax  :  (021) 7884 7664, (021) 78847656  

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Jadwal dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu:  

1) Tahap Persiapan  

       Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di BAAK tersebut, Praktikan mengajukan surat 

tersebut kepada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang 

praktikan pilih sebagai tempat melaksanakan PKL. Pada bulan Juni di BPN 

Jakarta Selatan memberikan persetujuan bagi Praktikan untuk melaksanakan PKL 

di Instansi tersebut. 

 

2) Tahap Pelaksanaan  

       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di BPN Jakarta Selatan dilaksanakan 

selama tujuh minggu, yaitu mulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 31 
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Agustus 2015. Praktikan melaksanakan PKL lima hari kerja dalam satu minggu, 

yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat dan dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditetapkan oleh BPN Jakarta Selatan kepada praktikan, 

yaitu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang 

berlaku untuk bulan biasa, dan untuk bulan puasa dimulai dari pukul 08.00 WIB 

sampai dengn pukul 15.00 WIB.  

3) Tahap Pelaporan  

       Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan 

laksanakan di BPN Jakarta Selatan. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah 

satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Sekretaris, Faktultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.Dalam penyusunan laporan PKL ini, 

praktikan dibantu oleh seorang Dosen Pembimbing yang sangat membantu 

praktikan dalam memberi masukan dan saran mengenai laporan PKL yang 

praktikan susun. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 
A. Sejarah Bapan Pertanahan Nasional 

A.1 Sejarah Umum  

 Sejarah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada dasarnya 

adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan nasional, yang 

merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, 

lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria hingga fungsinya yang diemban 

sekarang ini. 

         Sejarah BPN RI pada dasarnya adalah sejarah pencarian format   

penataan pertanahan nasional, yang merentang jauh ke belakang dari zaman 

pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 

hingga fungsinya yang diemban sekarang ini. 

Masa Kolonial Belanda – Jepang 

Sejak berlakunya Agrarische Wet tahun 1870, Pemerintah Kolonial 

Belanda mengeluarkan Ordonansi Staatblad 1823 Nomor 164 yang 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan kadasteral diserahkan kepada lembaga 

yang diberi nama Kadasteral Dient. Perannya yang strategis membuat 

pejabatnya diangkat dan diberhentikan langsung oleh Gubernur Jenderal. 

Ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada 1942, 

tidak diadakan perombakan besar atas peraturan pertanahan. Kadasteral 

Dient, misalnya, masih tetap di bawah Departemen Kehakiman, hanya 

namanya diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya 

7 
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bernama Kantor Pendaftaran Tanah. Namun demikian, pada masa 

penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan yang melarang pemindahan hak atas 

benda tetap/ tanah (Osamu Sierei Nomor 2 Tahun 1942).Penguasaan tanah 

partikelir juga dihapuskan oleh pemerintahan Dai Nippon. 

Masa Kemerdekaan 1945 – 1960 

Pasca proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan semangat membentuk 

negara baru yang merdeka, Pemerintah Republik Indonesia bertekad 

membenahi dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan.Landasan hukum 

pertanahan yang masih menggunakan produk hukum warisan pemerintah 

Belanda mulai diganti. Melalui Departemen Dalam Negeri, pemerintah 

mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945. 

Pada 1948, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1948, 

Pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta.Tiga tahun kemudian, 

terbit Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951, yang membentuk Panitia 

Agraria Jakarta, sekaligus membubarkan Panitia Agraria 

Yogyakarta.Pembentukan kedua Panitia Agraria itu sebagai upaya 

mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum pertanahan yang sesuai dengan 

kepribadian Bangsa Indonesia. 

Selanjutnya, lewat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955, 

Pemerintah membentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri dan 

terpisah dari Departemen Dalam Negeri. Pada 1956, berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria 

Yogyakarta yang sekaligus membubarkan Panitia Agraria Jakarta. Tugas 
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Panitia Negara Urusan Agraria ini antara lain adalah mempersiapkan proses 

penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).  

Pada 1 Juni 1957, Panitia Negara Urusan Agraria selesai menyusun 

rancangan UUPA. Pada saat yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 190 Tahun 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah yang semula berada di 

Kementerian Kehakiman dialihkan ke Kementerian Agraria. Tahun 1958, 

berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1958, Panitia Negara 

Urusan Agraria dibubarkan.Selanjutnya pada 24 April 1958, Rancangan 

Undang Undang Agraria Nasional diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. 

Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya, 1960 – 1965 

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 

September 1960.Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria 

disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960.Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan 

tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber 

dari hukum adat.Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan 

tidak berlaku.Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria 

di Indonesia. 

Pada 1964, meIalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, 

ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan 

tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 

Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan 

Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode 
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ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam 

Negeri, Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran 

Tanah-Departemen Kehakiman. 

Orde Baru, 1965 – 1988 

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara 

kelembagaan menjadi Direktorat Jenderal.Hanya saja, cakupannya ditambah 

dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi 

Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, di bawah Departemen 

Dalam Negeri.Penciutan ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan 

alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. 

Masih di tahun yang sama, terjadi perubahan organisasi yang 

mendasar. Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari 

Departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan 

permasalahan transmigrasi ditarik ke dalam Departemen Veteran, 

Transmigrasi, dan Koperasi. 

Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 

dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 

Tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di 

tingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan 

di tingkat kabupaten/kota dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria 

Kabupaten/ Kotamadya. 

 

 



 
 

11

Berdirinya BPN dan Masa Sesudahnya, 1988 – 1993 

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi 

tema sentral proyek ekonomi – politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga 

makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria 

bertambah berat dan rumit.Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat 

Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen 

dengan namaBadan Pertanahan Nasional.Dengan lahirnya Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Periode 1993 – 1998 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala 

Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. 

Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.Dalam pelaksanaan tugasnya, 

Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang 

bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih 

berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional. 

Pada 1994, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994, tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Staf Kantor Menteri Negara Agraria. 
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Periode 1999 – 2000 

Pada 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.Kepala Badan 

Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia.Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan 

Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Periode 2000 – 2006 

Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami 

perubahan struktur organisasi.Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 

tentang Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu 

di Badan Pertanahan Nasional.Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 

103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di 

Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani 

kebijakan nasional di bidang pertanahan.  

 
A.2 Sejarah Kebijakan Pertanahan 
 

Tabel 2.1.1 Sejarah Kebijakan Pertanahan 
 

Periode 

1945 – 1960: 

Kebijakan pertanahan periode ini difokuskan pada 

pembenahan penguasaan dan pemilikan dari sistem 

kolonialis menjadi sistem nasional. Dalam periode ini 
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penguasaan dan kepemilikan asing dinasionalisasi. Dan 

penguasaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja, 

partikelir, dan lainnya yang tidak sesuai dengan jiwa 

kemerdekaan diatur kembali penggunaan dan 

penguasaanya oleh negara untuk kepentingan nasional. 

Periode 1960-1967: Di masa ini, kebijakannya melanjutkan kenijakan yang 

telah dijalankan sebelumnya, dalam periode ini kebijakan 

diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah oleh 

negara yang diperuntukkan kepada petani gurem/petani 

penggarap dan buruh tani. Periode ini dikenal dengan 

periode Land Reform. 

Periode 1967-1997: Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional, pada periode ini pembangunan pertanahan 

diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal 

atau investasi, tanpa meninggalkan kebijakan untuk 

sertipikasi tanah-tanah golongan ekonomi lemah. 

Periode 1997-2005: Di awal era reformasi, kebijakan pertanahan lebih 

diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang langsung 

menyentuh masyarakat, yang menekankan pada 

pendaftaran tanah yang dikuasai/dimiliki golongan-

golongan tidak mampu. 

Periode 2005-kini: Pada periode ini, kebijakan pertanahan diarahkan pada 

"tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Periode 

ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, 

penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, peningkatan 

legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan 

melalui Reforma Agraria. 

 
Sumber :http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah 
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a. VISI dan MISI BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

Visi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu: 

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

 

b. Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu : 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan   

pertanahan untuk: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah (P4T). 

3.  Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi 

berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan 

penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga 

tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 

4.  Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang 

akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 
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Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 

dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 

 

B. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan memiliki Struktur 

Organisasi yang memiliki keterkaitan secara fungsional atas sistem kerja pada 

masing-masing bagian. 

1. Struktur Organisasi Pusat  

Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan 

menggambarkan tentang kedudukan jabatan yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3.1 Struktur Oganisasi Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan 
Sumber :http://www.bpn.go.id/ 
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2. Struktur Organisasi Subseksi Pendaftaran Hak.  

Praktikan ditempatkan di Subseksi Pendaftaran Hak  

dibagianOffice Management, berikut adalah struktur organisasi :  

 

 

 Gambar 2.3.2 Struktur Oganisasi Subseksi Pendaftaran Hak 
Sumber :http://www.bpn.go.id/ 

 
Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Subseksi Pendaftaran 

Hak adalah Pejabatat seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak, dan 

Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pendaftaran 

hak, penegasan, dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia, peralihan, 

pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan pembinaan 

Pejabat pembuat Akta Tanah serta melakukan komuterisasi pelayanan 

pertanahan.  

Tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian yaitu: 

1. Kepala sub seksi pendaftaran hak  
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• Membatu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan tugas 

bidang persiapan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas 

tanah serta bimbingan PPAT ( Pejakat Pembuat Akta Tanah ) 

• Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi 

pendaftaran tanah sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas serta 

melaksanakan monitoring pelaksanaanya 

• Mempersiapkan bahan yang akan dilaksanakan oleh seksi pendaftaran 

hak tanah  

• Melakukan inenterisasi permasalahn dan pengumpulan bahan-bahan 

pemecahan masalah di bidang pendaftaran 

• Monitoring seluruh kegiatan di bagain Sub. Pendataran Hak. 

• Pengambilan keputusan di lingkup Sub. Pendaftaran Hak 

• Menandatangani surat-surat perizinan. 

• Menyampaikan saran atau pertimbangan tentang pendaftaran hak tanah 

• Mengadakan evaluasi laporan tugas 

• Mewakili Kepala kantor dipersidangan sebagai tergugat/ saksi ahli 

terhadap kasus-kasus perdata tanah  

2. Sekertaris sub seksi pendaftaran hak  

• Monitoring berkas yang masuk ke sub seksi pendaftaran hak 

• Monitoring surat masuk 

• Monitoring tunggakan berkas 

• Melakukan hubungan kerja dlam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

terkait dengan unti kerja terkait 
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3. Koordinator  

• Melakukan pengecekan berkas yang akan di tindak lanjuti sesuai 

bidangnya 

• Meneliti laporan penerbitan sertipikat 

• Melakukan inventrasi permasalahn 

• Menganalisa dan memeberi penjelasan kepada masyarakat tentang 

masalah pertanahan. 

4. Staf Ahli 

• Membantu semua kegiatan para Koordinator sesui bidang 

• Mengusahakan, memelihara semua barang kantor dan bertanggung 

jawab atas penggunanya 

 

C. Kegiatan Umum Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta 

Selatan. 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan melakukan 

kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan pelayana kepada 

masyarakat tentang masalah – masalah tanah yang saat ini masih menjadi 

masalah yang sangat rumit bagi orang awam, maka aspek kegiatan pada 

Kantor Badan Pertahan Nasional Jakarta Selatan yaitu : 

1. Melaksanakan pelayanan dibidang pengaturan teknis dalam kegiatan 

dibidang pertanahan. 

2. Memberikan petunjuk-petunjuk teksnis dalam rangka dibidang pertanahan. 

3. Peralihan hak atas tanah 
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4. Pengalihan nama kepemilikan atas tanah  

5. Mengatur rencana tentang masalah bagi hasil sewa dang anti rugi tanah.  

6. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 

7. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi 

tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

8. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

9. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana 

alam dan daerah-daerah konflik. 

10. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

11. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan 

sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 

12. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

13. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

14. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

Pertanahan yang telah ditetapkan. 

15. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

16. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

Pertanahan. 

17. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum 

keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, 
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pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan 

masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 

18. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang; 

19. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

20. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang; 

21. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

22. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Pekerjaan 

Selama pelaksanaan kegiatan Peraktik Kerja Lapangan Perakatikan di 

tempatkan di seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, subseksi pendaftaran hak 

bagian sekretaris. Subseksi pendaftaran hak mempunyai tuags melaksanakan 

menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan 

konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah 

wakaf, data fisik bidang tanah, koputerisasi pelayanan pertanahaan serta 

memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah 

serta daftar lainya di bidang pendaftaran tanah.  

Adapun bidang kerja yang diberikan kepada praktikan selama 

melaksanakan PKL di  bagian sekretaris pendaftaran hak BPN adalah sebagai 

berikut :  

1. Otomatisasi Kantor 

2. Kesekertarisan 

3. Administrasi Perkantoran 

 

B. Pelaksanan Pekerjaan 

  Pada tanggal 8 s.d. 9 juni 2015, peraktik belum dapat melaksanakan tugas 

PKL dikarenakan situasi kantor yang sedang berduka. Pada tanggal 10 juni 2015 

peraktik baru bisa menemui Rizal Rasyuddin,S.SiT.MM selaku Ketua 

21 



  22

Koordinator Pendaftaran Hak dan di beri peraturan dan sistem kerja di BPN 

secara umum dan khususnya di bagian pendaftaran hak. 

Kemudian  Bapak Rizal Rasyuddin,S.SiT.MM menunjuk Ibu Devi selaku 

sekertaris pendaftaran hak sebagai pembimbing Praktikan selama melaksanakan 

kegiatan praktek kerja lapangan. Setelah selesai di berikan pengarahan, praktikan 

di berikan beberapa tugas yang harus dikerjakan selama praktikan menjalani 

praktek kerja lapangan. Adapun tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Otomatisasi Kantor  

Otomatisasi Kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan 

teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi 

meningkatkan produktifitas pekerjaan. Berikut adalah jenis kegiatan dalam 

otomatisasi kantor yang pratik kerjakan selama PKL : 

a. Menerima Telepon  

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai sekertaris, sering menggunakan pesawat telepon untuk 

berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada pimpinan ataupun staf lainya. 

Maka penanganannya harus dilakukan sebaik mungkin. Melalui telepon seorang 

sekretaris dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan cepat. 

Pada saat melakukan Pratik Kerja Lapangan Praktikan berkesempatan 

untuk menggunakan telepon kanor untuk menangani internal mapun eksternal. 

Dengan bertelepon sekretarisakan lebih cepat mendapat kabar atau informasi yang 

harus di sampaikan kepada orang yang di tuju. 
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Beberapa hal yang praktik lakukan dalam menangai telepon masuk:                        

i. Terdapat satu telepon dalam ruang sekertaris subseksi pendaftaran 

hak, telepon di khususkan hanya untuk internal BPN, tak jarang 

beberapa telepon dari eksternal untuk menanyakan berkas yang 

sedang di proses. 

ii. Praktikan mengangkat gagang telepon dengan menggunakan tangan 

kiri sedangkan tangan kakan memegang alat tulis dan notes kecil. 

iii. Pratikan menjawab telepon dengan professional yaitu, ucapkan salam, 

mengucapkan nama bagian dan mengucapkan nama penerima telepon. 

iv. Pratikan menanyakan terlebihdahulu identitas si penelepon, mengenai 

nama dan divisi atau bagian si penelepon. 

v. Jika ternyata si penelepon memiliki tujuan tidak untuk berbicara 

dengan praktikan, melainkan si penelepon menitipkan pesan untuk 

disampaikan ke salah seorang Staf  Pendaftaran Hak maka kemudian 

praktikan mencatat segala pesan yang tersebut ke dalam notes kecil. 

Didalam notes kecil praktikan menulis hari, tanggal, nama penelpon, 

bagian/divisi/instansi si penelepon dan isi pesan si penelepon. 

vi. Sebelum mengakhiri telepon, praktikan mengulang kembali isi pesan 

yang telah disampaikan guna mengecek kembali jika ada kekeliruan. 

vii. Setelah mengulang kembali pesan tersebut dan pesan yang diterima 

telah sesuai, praktikan mengakhiri pembicaraan dengan tidak lupa 

mengucapkan terimakasih dan salam. Praktikan menutup telepon 

setelah si penelepon menutup teleponnya terlebih dahulu. 
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Salah satu contoh percakapan praktikan memalui telepon dengan 

penelepon yang berasal dari internal dan eksternal BPN : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratikan :  “Selamat pagi, Pendaftarn dengan Cindy, ada yang    
bisa di   bantu? “ 

Penelepon :  “Selamat pagi, saya Bapak aming dari Buku Tanah, 
tolong     lihat berkas no. 23561 posisi sedang di 
mana? 

Praktikan :  “Baik tunggu sebentar saya coba cek terlebih dahulu di 
computer. (Dengan sigap peratikan mencari berkas 
nomer tersebut di computer) “Mohon maaf pak berkas 
dengan nomer.23561 belum masuk di pendaftaran hak. 

Penelepon  :  “Kalau begitu tolong jika berkasnya dengan nomer. 
23561 sudah di sana sampaikan kepada saya. 

Praktikan  :  “Baik pak, nanti saya akan sampaikan kembali jika 
berkasnya sudah naik.  

Penelepon  :  “Baik, terimakasih  

Pratikan  :  “Selamat siang, pendaftaran hak dengan Cindy Naomi 
Elviana , ada yang bisa di bantu?” 

Penelepon  :  “Selamat siang mba, saya ibu ati, ingin menanyakan 
untuk memproses sertifikat yang hilang bagai mana 
caranya?” 

Pratikan  :  “Baik sebelumnya setifikat atas nama siapa ?” 

Penelepon  :  “Atas nama saya” 

Pratikan :  “Ibu bisa langsung ke Kantor Pertanahan Jakarta 
Selatan dengan membawa fotocopy KTP dan 
fotocopy sertifikat, ibu langsung ke loket informasi 
untuk di tunjukan proses awalnya.” 
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b. Fotocopy 

Mesin foto copy adalah suatu alat untuk menyalin kembali dokumen atau 

ilustrasi dengan menggunakan cahaya, panas, bahan kimia, atau muatan listrik 

statis. Memiliki fungsi dasar yaitu untuk duplikasi dokumen, memperbesar atau 

memperkecil hasil fotocopy. 

1) Hidupkan mesin dengan menekan tombol ON 

2) Letakkan kertas pada kaca tempat foto copy dengan bagian tepi atas 

menempel pada garis skala pada posisi yang tepat di tengah 

3) Dengan menekan tombol pengatur hasil copy. 

4) Tekan tombol jumlah hasil penggandaan yang dikehendaki 

5) Tekan tombol cetak (start) 

6) Jika sudah selesai tekan tombol OFF 

 

 

 

 

Penelepon :  “oh seperti itu, buka setiap hari kan kantor ?” 

Pratikan  :  “Iya bu, kita pelayanan senin sampai minggu, untuk 
hari sabtu dan minggu kusus pelayanan yang 
mengurus sendiri tanpa perantara” 

Penelepon  :  “ Terimakasih atas informasinya” 

Pratikan  : “Sama-sama, Selamat siang” 

Penelepon  : “Selamat siang” 
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c. Validasi  

Validasi ini merupakan pengendalian atas kualitas entri buku tanah. 

Dilakukan dengan membandingkan data dan informasi buku tanah fisik ke Buku 

Tanah digital melalui entri Tekstual digital hasil entri. Pada tahapan ini juga 

dilakukan penyuntingan jika diperlukan dan pemeriksaan keterhubungan antara 

Buku Tanah dan Tekstual baik fisik maupun digital. Penyuntingan terkait dengan 

kegiatan yang pernah di lakukan dalam sebuah buku tanah. 

Berikut adalah langkah-langkah praktikan dalam menginput data Buku 

Tanah tersebut : 

1) Praktikan mengambi album yang berisikan buku tanah sesuai wilayah 

kelurahanya. 

2) Lalu mengimput data melalui web external BPN. 

3) Selanjutnya Praktikan menulis semua data yang ada di dalam buku 

tanah satu persatu sesuai kegiatan yang pernah di lakukan, seperti 

Pengecekan, Balik Nama, Blokir , Pencabutan Blokir, Hak Tanggungan 

dan kegiatan lainya. 

4) Selesai semua di input satu-persatubuku tanah lalu di kirim ke pusat 

melalui email.  

5) Kemudian buku tanah yang sudah di validasi harus di cap, untuk meberi 

tanda sudah di kerjakan. 
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2.  Kesekertarisan 

Sekretaris adalah seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan 

pimpinan atau perusahaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif 

yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatyan 

operasional perusahaan. Berikut kegiatan yang meliputi bidang kesekertarisan : 

a. Menerima Tamu  

Pratikan mendapat tanggung jawab untuk menyambut dan menghormati 

tamu-tamu pimpinan dengan baik. Tamu adalah seorang atau lebih yang dating ke 

kantor untuk maksud tertentu baik janji atau tanpa janji terlebih dahulu, untuk 

kepetingan dinas. Oleh karena itu pratikan harus berlaku sopan, ramah, bijaksana 

dan berkepribadian menarik. 

Berikut adalah hal-hal yang dilakukan pada saat menerima tamu pimpinan: 

i. Memberi salam dan menyapa tamu dengan ramah, sopan lalu 

menanyakan keperluan tamu yang datang. 

ii.  Mengarahkan para tamu, memeberikan informasi yang dibutuhkannya. 

iii. Jika pimpinan tidak dapat menerima tamu, pratikan akan memberikan  

penjelasan dengan baik, membuat tamu puas dengan jawaban yang di 

berikan. 

iv.  Pratikan sebisa mungkin untuk memeberi pehatian kepada setiap tamu 

apabila harus atau dapat disalurkan ke lain bagian. 
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b. Perjalanan Dinas 

Praktikan berkesempatan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas, untuk 

keperluan yang harus segera di laksanakanseperti: 

a. Sumpah kepada pemohon dan  

b. Peninjauan lokasi. 

Sumpah kepada pemohon, untuk salah satu syarat yang harus di lakukan 

untuk kepastian hukum pemegang hak tanah ketika pemohon kehilangan sertifikat 

tanahnya yang akan di datangi langsung oleh pegawai Badan Pertanahan 

Nasional. Pininjauan lokasi bertujuan untuk melihat kondisi keadan sebidang 

lahan yang harus sesuai dengan pemetan Jakarta Selatan. Setelah praktikan di beri 

tahu oleh pimpinan tentang rencana perjalanan yang akan dilakukan, praktikan 

mempersiapkan apa saja yang akan di butuhkan, seperti pulpen, setempel, stamp 

pad , camera dan surat yang akan di perlukan lainya.  

 

3. Administrasi Perkantoran 

Merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan 

bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif 

dan memeberikan dampak kelancaran pada bidang lainnya.  

Manajemen kantor berarti suatu pengelolaan data dan informasi tertulis yang 

dilakukan secara teratur, sistematis dan terus menerus mengikuti kegiatan 

organisasi, dengan tujuan untuk membentuk keberhasilan organisasi yang 

bersangkutan. 
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Dengan demikian fungsi manajemen kantor sama dengan fungsi 

manajemen pada umumnya,di mana pengelolaannya terfokus pada lingkup 

pekerjaan kantor. Berikut adalah kegiatan yang di lakukan peratikan selama PKL : 

a. Mencatat Persedian Barang  

Tugas lainya Praktikan adalah mencata persedian barang yang ada di 

runag subseksi Pendaftaran Hak Badan Pertanahaan Nasional.Pratikan 

menghitung jumlah persediaan barang-barang selama bulan januari hingga bulan 

juni.Kemudian mencatat dan melapokan kepada bagian Tata Usaha. 

 

b. Monitoring Berkas 

Monitoring Berkas adalah kegiatan atau tugas rutin dari seorang sekretaris 

terutama berkas yang akan di serahkan dan di tandatanganin oleh pimpinan. 

Monitoring Berkas meliputi kegiatan menerima,menyusun kelekapan dokumen, 

mencatat, mengarahkan, mendistribusikan dan memperoses. Dalam monitoring 

berkas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk di teruskan kepada 

pimpinan atau pihak lainya. 

Dalam menangani berkas masuk Praktikan melewati berbagai proses yang 

harus dilakukan. Berkas yang diterima praktikan dalam lingkup sub Pendaftaran 

Hak yaitu surat dari Pemohon yang ingin melakukan kegiatan pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lainnya.  

Pelaksanaan yang di lakukan untuk menangani berkas yang masuk meliputi 

menerima berkas, mencatat ke dalam Microsoft Office Excel Agenda dan buku 
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agenda, penyerahan berkas kepada staf sekretaris untuk di tindaklanjuti dan 

pendistribusian.  

Sebelum berkas di distribusikan, berkas terleihdahulu di persik 

kelengkapan dokumen untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk 

arsip.Berikut adalah penjelasan mengenai proses kegiatan mengenai proses 

kegiatan praktik dalammenangani berkas masuk: 

i. Penerimaan berkas 

Berkas yang masuk berdasarkan prosedurnya di terima praktikan di dalam 

runag kerja sekertaris subseksi Pendaftaran Hak dengan di antar petugas 

Loket. Pada saat penerimaan berkas, pedugas yang menerimanya untuk 

memeriksa berkas tersebut adalah permohonan untuk pendaftaran hak 

tanah, lalu petugas penerima mendatangani buku ekspedisi tanda terima 

yang di bawa oleh petugas loket 

ii. Menyusun kelengkapan berkas 

Berkas yang sudah di terima, lalu praktikan melakukan pengecekan 

kelengkapan dokumen sesuai sistem yang ada, seperti fotocopy KTP, 

fotocopi Sertifikat Tanah, dan surat keterangan lainya. 

iii. Pencatatan berkas 

Berkas yang sudah di cek kelengkapan dokumenya, kemudian pratikan 

mencatat ke Microsoft Office Excel Agenda dan Buku agenda manual 

sesuai tahun berkas.Langkah awal pencatatan adalah pratikan harus 

mencatat berkas yang masuk ke dalam agenda.Praktik mengengkapi kolom 

nomor berkas, nama pemohon, keluraha, petugas loket dan diteruskan 
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kepada subseksi lainya. Contoh buku agenda berkas masuk dapat dilihat 

pada lampiran. 

iv. Penyerahan berkas 

Setelah mencatat berkas masuk ke dalam buku agenda berkas masuk, 

selanjutnya pratikan menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan untuk 

ditindaklanjuti. 

v. Pendistribusian berkas 

Praktikum mendistribusikan berkas sesuai perintah Koordinator 

Pendaftaran Hak dapt di teruskan kepada staf yang akan menangani berkas 

tersebut sesuai bidangnya seperti bidang tanah wakaf , bidang tanah adat, 

pendaftaran hak atas tanah, pencetakan dan penjaitan sertifikat tanah. 

 

c. Monitoring Tunggakan 

Monitoring berkas tunggakan adalah berkas yang belum selesai pada tenggang 

waktunya sudah seleai kegiatan prosesnya. Praktikan bertugas meliat posisi berkas 

yang menjadi tunggakan lalu di catat ke dalam buku tunggakan lalu di serahkan 

kepada pihak yang akan menindak lanjutinya. 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Berdasarkan kegiatan yang Peraktikan  lakukan di lapangan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapanga Peraktikan mengalami kendala. Adapun 

kendala yang dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan antara lain 

adalah: 
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Berkas pemohon yang berntakan dan tempat penyimpanan berkas yang 

akan di serahkan kepada pemohon yang tidak berurutan. Sehingga sulit jika untuk 

menemukan kembali. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam mengatasi kendala tersebut, Praktikan berusaha agar tidak 

mengganggu pekerjaan lainnya selama PKL. Praktikan menyadari bahwa arsip 

merupakan salah satu dokumen penting yang dimiliki perusahaan. Arsip 

memerlukan pengelolaan yang baik agar setiap dibutuhkan dapat dengan cepat 

ditemukan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wursanto yang menyatakan bahwa  
 

“Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana 
karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat 
ditemukan kembali”.1 

 
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Agus Sugiarto  

“Arsip adalah Kumpulan Dokumen yang disimpan secara teratur 
berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan 
dapat cepat ditemukan kembali”. 2. 

 
Menurut George R. Terry, Ph.D.  

“Filing is the placing of paper in acceptable containers according to 
some predetermined arrangement so that any pappe, when required can be 
located quickly and conveniently”.3 

                                                            
1Wursanto, Kearsipan,  (Yogyakarta: 1991), hal. 1 
2Agus Sugiarto, Manajemen Kearsipan Modern, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal. 5 
3 Agus Sugiarto, George R. Terry, Ph.D.Manajemen Kearsipan Modern, (Yogyakarta: Gava 
Media, 2015), hal. 3 
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Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, arsip dapat dipahami sebagai 

suatu kumpulan dokumen penting yang disimpan secara teratur agar setiap 

kali diperlukan dapat ditemukan dengan cepat. 

Jadi, pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu 

organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan 

organisasi, yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan 

keputusan, atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang 

bersangkutan. 

Praktikan mengatasi kendala tersebut dengan cara internal dan 

eksternal. Setiap manusia jika dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan tentunya akan mendapatkan tekanan emosi diri 

dalam dirinya. Dalam cara internal, praktikan berusaha mencari kereativitas 

kerja, dalam rangka penyelesaian kendala keja. Menurut praktikan semua 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan menghasilkan hal yang lebih 

optimal jika memiliki kereativitas kerja yang baik dalam dirinya. 

Sesuai dengan teori Supriyadi yang mengutarakan bahwa  

“kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 
yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda 
dengan apa yang telah ada. Selanjutnya ia menambahkan bahwa kreativitas 
merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan 
terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, 
diskontinuitas, diverensiasi, dan integrasi antara setiap tahap 
perkembangan”.34 

 

 

                                                            
4 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati (2005 ) 
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Menurut Rogers (dalam Zulkarnain, 2002), kondisi internal (interal 

press) yang dapat mendorong seseorang untuk berkreasi diantaranya:  

1. Keterbukaan terhadap pengalaman  
Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala 
sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa 
adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap pengalaman-
pengalaman tersebut dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, 
kepercayaan, persepsi dan hipotesis. Dengan demikian individu kreatif 
adalah individu yang mampu menerima perbedaan.  

2. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi 
seseorang (internal locus of evaluation)  
Pada dasarnya penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama 
ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. 
Walaupun demikian individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan 
dan kritikan dari orang lain.  

3. Kemampuan untuk bereksperimen atau “bermain” dengan konsep-konsep.  
Merupakan kemampuan untuk membentuk kombinasi dari hal-hal yang 
sudah ada sebelumnya.45 

 

Dengan adanya penguat dari teori tersebut, maka praktikan pun 

mendorong diri untuk berkreasi, bahwa sebagai calon sekretaris yang baik pun 

harus memiliki kreativitas kerja, nantinya sebagai calon sekertaris akan sangat 

sering menghadapi banyaknya pekerjaan yang meyita banyak waktu dan di 

tuntut untuk dapat melakukan efektivitas kerja.  

Selain faktor internal, faktor eksternal yang praktikan lakukan ialah 

menambah wawasan dan keterampilan dalam bidang kerja, serta berusaha 

menjalankan komunikasi aktif dengan pimpinan.  Menambah wawasan dalam 

artian disini adalah praktikan menyadari akan kurangnya peranan mentoring 

dalam mengarahkan praktikan dalam mengerjakan Praktik Kerja Lapangan, 

                                                            
5 Rogers (dalam Zulkarnain, 2002) 
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oleh karena itu praktikan mencari referensi buku, melakukan browsing melalui 

internet yang terkait dengan pekerjaan yang diberikan. Selain itu praktikan 

mencoba mengimplementasikan wawasan yang telah praktikan cari dengan 

membuat program-program kerja dan mencoba inovasi baru dalam proses 

kinerja. Namun, praktikan tetap berusaha menjalin komunikasi dengan 

mentoring, dengan menanyakan dan memberitahukan ide-ide serta meminta 

persetujuan untuk menggunakan ide-ide tersebut. 

Usaha-usaha yang praktikan lakukan untuk membuat perubahan yang 

baik dalam mengerjakan tugas yang di berikan seperti contoh Praktikan 

berinisiatif untuk merapihkan berkas yang menumpuk dan tidak tersusun 

secara benar. Peratikan melakukan penyimpanan berkas atau dokumen yang 

kata panggilnya menggunakan nomor, misalnya kantor Badan Pertanahan 

Nasional penyimpanan berkas pengecekan derdasarkan nomer yang agenda 

yang telah tercantum di SKPT. Berdasarkan teori tentang penyimpanan arsip 

dan disesuaikan dengan kondisi arsip yang terdapat di Badan Pertanahan 

Nasional Jakarta Selatan, maka menurut analisa Praktikan sistem yang tepat 

digunakan untuk mengatasi masalah diatas adalah sistem penyimpanan 

menurut nomer berkas (Numeric Filling), karena sistem ini mempunyai 

beberapa keuntungan yaitu, mudah dilaksanakan, susunan dan  cocok untuk 

klasifikasi menyeluruh dan berkelanjutan.  

Peraktikan juga membuat tempat penyimpanan dengan menggunakan 

box yang sudah tidak terpakai agar berkas dapat tersusun secara rapih dan 

dapat menemukan berkas dengan cepat. suatu pekerjaan dapat dilaksanakan 
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secara tepat, efektif, dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan 

dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan, maka jelas bahwa 

sesungguhnya efektivitas kerja tidak lain adalah seorang atau beberapa orang 

khususnya pegawai dalam satu unit organisasi atau perusahaan untuk dapat 

melaksanakan tujuan yang dicapai dalam suatu sistem yang ditentukan dengan 

suatu pandangan untuk memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri.  

Menurut Siagian efektivitas adalah  

“Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 
sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.5 6 

 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran 

berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja 

pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju 

pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan 

oleh para pegawai itu sendiri kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat 

memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi organisasi tersebut.  

Menurut praktikan, cara menghadapi situasi dengan evektivitas seperti 

demikian adalah menjadi bawahan yang memiliki keterampilan, inisiatif 

tinggi, serta berani dalam mengambil keputusan yang akan menghasilkan 

kinerja yang baik.  

Hal itupun praktikan perkuat dengan adanya teori yang mengatakan 

bahwa  

                                                            
6 Siagian ( 2007 ) hal. 24  
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“Sekretaris memiliki Tugas Kreatif, yaitu tugas atau pekerjaan yang 
dilaksanakan atas prakarsa sekretaris sendiri. Dengan demikian, seorang 
sekretaris yang berdaya guna dan berhasil guna harus penuh inisiatif dan 
dinamis”6 7 

 

Sebagai calon seorang sekretaris, paktikan haruslah memiliki rasa 

tanggung jawab tinggi, mandiri, berinisiatif, berkompetensi, dan dapat 

dipercaya dalam membantu kelancaran pekerjaan pimpinan pada perusahaan 

dimana dia bekerja.Sekertaris harus melakukan pekerjaan yang seefektiv 

mungkin dan dapat berkreativitas dalam melancarkan sebuah kegiatan 

pekerjaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Durotul Yatimah, Kesekretariasan Modern & Administrasi Perkantoran (Jakarta: Pustaka Setia Bandung, 
2009) Hal. 40 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), selain dapat dijadikan wadah untuk 

menyalurkan ilmu yang diperoleh praktikan selama dibangku perkuliahan, PKL 

juga dapat dijadikan gambaran bagaimanakah dunia kerja yang sesungguhnya itu. 

Pada awalnya praktikan memilih tempat untuk PKL di Badan Pertanahan 

Nasional Jakarta Selatan karena dekatnya jarak antara rumah praktikan dengan 

letak kantor. Praktikan merasa besyukur telah diberikan kesempatan untuk PKL di 

BPN Jakarta Selatan, karena seiring berjalananya kegiatan PKL di BPN Jakarta 

Selatan tersebut, ternyata membuat minat praktikan terhadap pekerjan bertambah, 

dan praktikan merasa bahwa pengetahuan praktikan tentang kesekeratisan  

menjadi sangat bertambah dibandingkan sebelum PKL di BPN Jakarta Selatan. 

Kesimpulan lainnya yang dapat di ambil dalam melaksanakn PKL adalah 

sebagi berikut: 

1. Praktikan melaksanan pekerjaan kesekretariatan dan administrasi selama 

praktikan melaksanakan PKL. Adapun pekerjaan tersebut antara lain 

adalah mengelola surat, menangani telepon, menerima tamu, membuat 

jadwal pimpinan, dan lain sebagainya.  

2. Selama melaksanakan PKL praktikan menghadapi kendala. Namun 

dengan sikap percaya diri dan ilmu yang di berikan oleh Dosen D3-

38 
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Seketari Universitas Negeri Jakarta, praktikan mampu mengatasi kendala 

yang praktikan hadapi selama pratikan melaksanakan PKL. 

3. Praktik kerja lapangan yang dilaksanakan praktikan, membuat praktikan 

menjadi lebih terobsesi untuk menjadi seorang sekretaris professional. 

Praktikan mendapat banyak pengalaman, pengetahuan dan wawasan lebih 

selama pratikan melaksanakan PKL. 

 

A. Saran 

Melalui kegiatan PKL ini, selain diharapakan mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, kegiatan ini 

juga sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi, 

beradaptasi, dan bersaing mahasiswa didunia kerja yang sebenarnya.Berdasarkan 

pengalaman praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di BPN Jakarta Selatan 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait untuk 

dijadikan masukan agar proses kegiatan PKL seperti ini dapat berjalan dengan 

lebih baik nantinya, yaitu:  

1) Bagi mahasiswa:  

a) Mahasiswa harus menjaga kedisiplinan diri agar bisa menjadi tenaga 

kerja yang profesional;  

b) Mahasiswa harus mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

baik agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;  

c) Mahasiswa harus terus belajar agar memiliki keterampilan yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja, karena bila bekerja sesuai dengan 
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keterampilan yang dimiliki pasti akan dapat mengerjakan pekerjaan 

dengan lebih mudah dan dapat membantu dalam bersaing di dunia 

kerja.  

2) Bagi Universitas Negri Jakarta:  

a) Lebih meningkatkan pelayanan akademik agar mencetak lulusan yang 

sesuai dengan permintaan dunia kerja;  

b) Selalu melakukan kerjasama dengan instansi dalam menyalurkan 

mahasiswanya untuk menyelenggarakan kegiatan PKL.  

3) Bagi BPN Jakarta Selatan:  

a) Terus meningkatkan hubungan yang baik antara karyawan BPN dan 

mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL disana;  

b) Sebaiknya menambahkan beberapa pegawai lagi untuk bekerja di 

BPN, agar dapat membagi-bagi tugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang datang ke BPN maupun dalam pekerjaan 

lainnya;  

c) Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di BPN; 

d) Jaringan komunikasi komputer harus terus ditingkatkan agar pekerjaan 

dapat diselesaikan seefisien mungkin.  

e) Memanfatkan ruangan yang tidak terpakai untuk keperluan arsip 

f) Memberikan pelatihan kearsipan kepada pegawai untuk meningkatkan 

kualitas.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 
   Surat Permohonan Pelaksana PKL  
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Lampiran 2  
  Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL  
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Lampiran 3  
  Surat Keterangan PKL  
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Lampiran 4  
Penilaian Praktik PKL  
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Lampiran 6  
  Setrifikat  
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Lampiran 7 
 Tampilan Web Pengecekan Pimpinan  
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Lampiran 8  

 Hasil Pemecahan Bidang 

 
 
Lampiran 9  
 Permintaan Atk  

 
 
 


